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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Konsep keadilan menjadi isu utama dalam dunia hukum. Isu mengenai hal ini sudah 

berlangsung sejak dahulu sekali, dimulai dari masa-masa pemikir-pemikir Socratic, 

bahkan sampai milenium sekarang. Isu mengenai keadilan merupakan diskusi yang 

tidak akan lekang dimakan waktu oleh karena sifatnya yang memang abstrak, yang 

melampaui dimensi-dimensi teoritis. Bahkan tidak jarang kita mendengar pembimbing-

pemimbing kita menerangkan tentang para ahli yang masih kesulitan menetapkan arti 

dari keadilan yang definitif dan sesungguhnya.  

Makna keadilan yang cenderung mendekati posisi abstrak, sangat terkait dengan 

konsep mengenai kebenaran; bahwa kebenaran bagi 1 orang atau sekelompok orang, 

belum tentu menjadi kebenaran bagi orang atau kelompok lainnya. Namun demikian, 

koseptualisasi ini melahirkan salah satunya: optimisme akan hadirnya pemerintah yang 

diharapkan dapat menghadirkan rasa adil dalam lingkungan bernegara.
1
 Bahwa sosok 

pemerintah dapat dijadikan perwakilan akan makna keadilan bagi suatu masyarakat, 

sehingga nilai keadilan antar seorang atau kelompok akan seorang atau kelompok 

lainnya dapat menjadi lebih utuh dan menciptakan keharmonisan dalam lingkungan 

bernegara. Pun jika muncul ketidakadilan suatu waktu dalam lingkungan 

bermasyarakat, pemerintah (dalam hal ini lewat lembaga/aparat penegak hukum atau 
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perwakilannya) dapat melakukan tindakan restoratif lewat hukum dan aturan sehingga 

rasa adil dapat tercipta kembali dalam  lingkungan bermasyarakat. 

Tehadap proses tindakan atau tanggung jawab dalam menghadirkan ketertiban 

umum dan keadilan, negara berhak untuk menjatuhkan pidana bagi para pihak yang 

terbukti melakukan penyelewengan hukum, hal ini berkaitan dengan ius puniendi dari 

negara yakni hak untuk memidana lewat proses peradilan.
2
 Pada saat ketika orang-orang 

tersebut diadili pun, negara harus mengadili dengan adil seperti yang tertuang dalam 

Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: “setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
3
 Dan dijamin pula dalam Penjelasan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana poin 2 paragraf 2 yang berbunyi: “Jelaslah 

bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak 

serta kewajiban warganegara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh 

setiap warganegara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan 

lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daeerah yang pelu terwujud pula 

dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.”
4
 

Terdapat tiga jenis keadilan sesuai dengan tiga jenis hubungan, yaitu keadilan 

komutatif, distributif, dan kontributif.
5
 Keadilan komutatif mengacu pada apa yang 

wajib dilakukan antar individu seperti dalam melakukan transaksi bisnis
6
; keadilan 
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komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan prestasi dan kontra-prestasi
7
. 

Keadilan distributif adalah keadilan yang diterapkan secara proporsional
8
 antar individu 

berdasarkan jasa beserta kualitas-kualitas yang dimiliki seseorang, sementara keadilan 

kontributif menekankan tanggung jawab/partisipasi semua orang dalam rangka 

menciptakan kesejahteraan. 

Dalam dunia hukum, keadilan menjadi causa finalis dari proses hukum itu sendiri. 

Bagi Gustav Radbruch, keadilan merupakan wujud dari fungsi hukum disamping fungsi 

kemanfaatan dan kepastian. Keadilan menjadi salah satu komponen rechts idee yang 

merupakan gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan persepsi makna 

hukum.
9
 Keadilan menjadi semacam perekat tatanan kehidupan masyarakat yang 

beradab. Hukum diciptakan agar masing-masing individu dalam masyarakat dan 

penyelenggara negara memiliki pedoman-pedoman tindakan yang jelas untuk menjaga 

ikatan sosial dan mencapai tujuan bersama atau sebaliknya, sebagai batasan-batasan 

yang mencegah agar setiap individu dalam masyarakat tidak melakukan tindakan yang 

dapat menciderai tatanan keadilan.
10

 

Di Indonesia keadilan sangat dijunjung tinggi, hal ini terwujud dalam sila kedua dan 

kelima Pancasila yang menjadi dasar dan ideologi negara. “Kemanusiaan yang adil dan 

beradab” tepat berada di bawah “Ketuhanan yang Maha Esa” ditutup dengan “keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila 

digunakan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, sementara Pancasila 
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sebagai ideologi negara berarti Pancasila memberi arah bagi negara. Dalam kaitannya 

dengan Stufenbau Theory yang dirumuskan Kelsen, Pancasila menjadi groundnorm atau 

staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara) sebagai norma tertinggi yang 

dibentuk langsung oleh masyarakat dan menjadi dasar tertinggi dari validitas 

keseluruhan tatanan hukum
11

, sehingga seharusnya arah, pedoman, dan seluruh aktivitas 

hukum (termasuk di dalamnya putusan-putusan hakim dalam perkara hukum) yang kita 

lakukan haruslah mencerminkan keadilan yang terkandung dalam Pancasila.  

Pada prakteknya, terkadang keadilan tidak tercapai dalam perkara-perkara hukum 

yang terjadi di Indonesia. Kasus seperti Nenek Minah pernah terjadi di Indonesia 

dimana ia divonis oleh majelis hakim dengan hukuman 1 bulan penjara dengan masa 

percobaan 3 bulan tanpa menjalani kurungan tahanan karena mencuri 3 buah kakao 

seharga Rp. 2000,00 untuk dijadikan benih. Dalam persidangan pun Nenek Minah hadir 

tanpa didampingi kuasa hukum.
12

 Kasus ini tentu sudah menyayat hati banyak orang, 

terlebih ketua majelis hakim Muslih Bambang Luqmono terlihat menangis saat 

membaca vonis. 

Terdapat pula kasus yang melibatkan Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit (RS) 

Omni Internasional Tangerang, Banten. Kasus bermula ketika Prita memeriksakan 

kesehatannya di Rumah Sakit Omni Internasional
13

. Prita mengeluhkan sakit panas dan 

pusing kepala. Diagnosa awal menunjukkan Prita mengalami demam berdarah sehingga 

ia pun diopname dan mendapat perawatan. Kondisi kesehatannya malah memburuk, 
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Prita kemudian pindah ke rumah sakit lain di daerah Bintaro. Singkat cerita, Prita 

mengirimkan email kepada teman terdekat terkait dengan keluhan pelayanan dari RS 

Omni Internasional yang tidak kompeten. Email beredar luas, Prita digugat RS Omni 

secara perdata. Ia diwajibkan membayar ganti rugi materiil Rp 161 juta dan kerugian 

immateriil Rp 100 juta. Beberapa hari berselang, ia ditahan di LP Wanita Tangerang, 

sebagai tahanan kejaksaan. Kejadian yang menimpa Prita menarik simpati banyak orang 

sehingga terbentuklah gerakan mengumpulkan koin sejumlah denda Prita kepada RS 

Omni
14

. Bagaimana tidak, tujuan Prita hanya membagi keluhan pelayanan secara 

pribadi dengan teman terdekat, tanpa sedikitpun maksud serta niatan untuk 

menyebarluaskan baik/buruk pelayanan ke masyarakat luas.  

Kasus paling kontemporer adalah kasus yang dihadapi Ibu Baiq Nuril Maknun. Baiq 

Nuril adalah mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat yang 

diperlakukan tidak adil terkait dengan perbuatan pelecehan yang dilakukan oleh Muslim 

selaku kepala sekolah di tempat ia mengajar.
15

 Kasus bermula pada suatu waktu di 

pertengahan tahun 2012, saat itu Muslim menelepon Ibu Nuril. Pembicaraan yang pada 

awalnya bertopik seputar pekerjaan melenceng jauh ke pengalaman seksual Muslim 

dengan wanita lain yang bukan merupakan istrinya, padahal saat itu Muslim sudah 

memiliki istri dan Ibu Nuril pun sudah berkeluarga juga. Hal ini terjadi lebih dari sekali 

dengan puncaknya menjurus ke pelecehan seksual dalam bentuk verbal terhadap Ibu 

Nuril. Bersamaan dengan itu, orang-orang di lingkungan mereka mulai menuduh Ibu 
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Nuril memiliki hubungan spesial dengan Muslim. Merasa jengah, Ibu Nuril merekam isi 

percakapan untuk membuktikan tuduhan yang menyimpang tersebut. Ibu Nuril tidak 

menyebarkannya ke siapapun sampai ia berbicara kepada Imam Budawin selaku 

penyebar percakapan tersebut. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Ibu Nuril 

memberikan isi rekaman tersebut kepada Imam Budawin pun setelah Imam terus 

menerus menagih dan memaksa Baiq untuk memberikan isi rekaman, dengan alasan 

ingin dilaporkan ke DPRD. Singkat cerita, kasus berlanjut hingga ke pengadilan. 

Setelah laporan diproses, Pengadilan Negeri Mataram memutus Baiq tidak bersalah dan 

membebaskannya dari status tahanan kota. Kalah dalam persidangan, Jaksa Penuntut 

Umum  mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung sehingga terbitlah 

putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019 yang memvonis Ibu Nuril bersalah dan dihukum 

6 bulan penjara dengan denda 500 juta rupiah.
16

 

Putusan Mahkamah Agung tersebut lantas memunculkan reaksi negatif dan rasa 

jengah dari berbagai lapisan masyarakat. Bagi banyak orang, tindakan Mahkamah 

Agung untuk mengabulkan kasasi bersalah Ibu Baiq Nuril menciderai rasa keadilan 

dalam masyarakat. Berbagai dukungan pun diberikan, mulai dari aksi solidaritas 

penggalangan dana untuk Ibu Nuril agar lolos dari denda 500 juta rupiah lewat 

kitabisa.com, kecaman dari berbagai koalisi masyarakat, bahkan sampai dukungan dari 

anggota Komisi III DPR yang membawahi bidang hukum Abdul Kadir Karding dan 

wakil ketua MPR RI Muhaimin Iskandar.
17

 Bagi mereka, Ibu Nuril adalah korban yang 
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justru harusnya mendapat keadilan dalam upayanya membela diri dari kasus pelecehan 

seksual. 

Beberapa contoh kasus diatas menunjukkan 2 hal:  

1.) Bahwa telaah seputar keadilan merupakan isu yang masih sangat relevan dan 

segar tanpa harus memutar otak memanggil kembali ingatan-ingatan kita.  

2.) Dalam lingkup praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan
18

. Kepastian hukum sifatnya 

konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Hal ini 

mengakibatkan ketika seorang hakim memutus suatu perkara secara penerapan 

undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.
19

 

Poin kedua menjadi titik tolak dari permasalahan yang akan penulis teliti. Konsepsi 

yang penulis dapatkan adalah bahwa pendekatan keadilan yang layak sebagai warga 

negara Indonesia adalah keadilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila pada 

umumnya dan keadilan an sich pada khususnya. Semua itu tersusun rapi dalam magnum 

opus Teori Keadilan Bermartabat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan pada 

pendekatan-pendekatan yang dilakukannya.  

Berdasarkan tulisan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk 

menyelami dan meneliti nilai-nilai seputar keadilan lebih lanjut tentang “PUTUSAN 

BAIQ NURIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM KEADILAN 

BERMARTABAT (STUDI PUTUSAN NO. 265/PID.SUS/2017/PN.MTR Juncto 
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PUTUSAN NO. 574 K/PID.SUS/2018)” ini sebagai judul dalam penelitian yang akan 

dilakukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijelakan sebelumnya, dapat 

diformulasikan rumusan masalah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini 

sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimanakah nilai-nilai keadilan dalam Teori Hukum Keadilan Bermartabat 

dibandingkan dengan nilai-nilai keadilan dari teori hukum lainnya? 

1.2.1 Bagaimanakah pendekatan terhadap keadilan yang seharusnya pada Putusan 

No. 265/PID.SUS/2017/PN.MTR Juncto PUTUSAN No. 574 K/PID.SUS/2018 dari 

Perspektif Teori Keadilan Bermartabat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk menganalisis, mengkaji, memahami, dan mendalami nilai-nilai keadilan 

dalam teori keadilan bermartabat. 

1.3.2 Untuk menganalisis, mengkaji, memahami, dan mendalami bagaimanakah 

keadilan yang seharusnya dicapai pada kasus Baiq Nuril dalam putusan No. 

265/PID.SUS/2017/PN.MTR Juncto PUTUSAN No. 574 K/PID.SUS/2018. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Penulis  

Dengan penelitian ini maka diharapakan penulis dapat menambah jarak pikir 

serta wawasannya mengenai nilai-nilai keadilan sebagai bentuk amal terhadap 

Pancasila. 

1.4.2 Akademis/Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan 

serta sumbangsih pikir bagi pengembangan pustaka ilmu hukum pada umumnya 

dan telaah mengenai keadilan pada khususnya. 

1.4.3 Praktis 

Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sketsa dan masukan, bahan 

informasi, serta landasan menganalisa mengenai lingkup-lingkup keadilan dalam 

hubungannya dengan isu-isu kontemporer.  

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penulis membagi sistematika penulisan dalam penelitian ini menjadi beberapa bab 

berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 
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  Bab ini berisikan pendahuluan yang dibagi lagi menjadi 5 (lima) bagian 

  yakni: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keguanaan 

  penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Tinjauan pustaka berisikan mengenai tinjauan teori-teori yang  

  diperdalam dalam 2 (dua) sub bahasan yang terdiri dari landasan teoritis 

  dan landasan konseptual. 

BAB III METODE PENELITIAN  

  Pada bab ini, penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakannya 

  yang berisikan: metode penelitian, jenis penelitian, jenis data,  

  pendekatan penelitian, dan teknis analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini, penulis membahas dan menguraikan masalah yaitu 

konsepsi mengenai Teori Keadilan Bermartabat dan pendekatan dari 

Teori Keadilan Bermartabat terhadap Putusan No. 

265/PID.SUS/2017/PN.MTR Juncto Putusan No. 574 K/PID.SUS/2018. 

BAB V PENUTUP 

  Dalam bab ini, terkandung kesimpulan yang menjadi hasil daripada

  penelitian dan pembahasan yang dimulai dari Bab I. Berdasarkan  

  kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh penulis, maka penulis 
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  memberikan saran yang relevan dalam permasalahan yang ada. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


